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WALIKOTA SALATIGA,

bahwa guna menjamin kelancaran, tertib administrasi dan
koordinasi dalam pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah Pemerintah Kota Salatiga Formasi Tahun 2010,
perlu adanya Standar Operasional Prosedur:

bahwa sesuai Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor B/1654/M.PAN-RB/7/2010 tanggal 21 Juli 2010
perihal Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi Untuk Pengadaan
PNS Tahun Anggaran 2010, Standar Operasional Prosedur
Pengadaan Calon Pegawai Negeri diatur lebih lanjut oleh
Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Salatiga Formasi
Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tamabahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Salatiga dan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4192) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun
2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 6):

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran
2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga
Nomor 9 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010
Nomor 9);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor
60), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 32 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota
Salatiga Tahun 2010 Nomor 32).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH FORMASI TAHUN 2010

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kota Salatiga

5. Standar Operasional Prosedur Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Pemerintah Kota Salatiga Formasi Tahun 2010 adalah Petunjuk Pelaksanaan
Pengadaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota
Salatiga Formasi tahun 2010

Pasal 2

(1) Standar Operasional Prosedur Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Pemerintah Kota Salatiga Formasi Tahun 2010 merupakan landasan dan
pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah Formasi Tahun 2010.

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Tahun

2010 berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris

Daerah selaku Ketua Panitia.

Pasal 4
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal (0-(1-20/0

9 WALJKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPOé

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal AO - |- 300
SEKRETARIY B

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 5%



